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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum Penataan Ruang pada 

Kawasan Rawan Bencana Lembah Anai Perspektif Siyasah Dusturiyah", disusun 

oleh Aldo Rizona, NIM: 2213030135, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas 

Syari'ah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bangunan pada sempadan Sungai 

Batang Anai di Lembah Anai, kawasan rawan bencana, yang tetap berdiri 

meskipun telah dinyatakan melanggar rencana tata ruang. Penelitian ini 

menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau 

dari prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat, serta 

bagaimana kewenangan tersebut menurut perspektif Siyasah Dusturiyah. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif 

dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, 

kewenangan tersebut bersifat atributif, sah, dan tidak mengandung cacat 

wewenang, sebagaimana dikuatkan putusan pengadilan yang menolak seluruh 

gugatan; namun ditinjau dari ketiga prinsip tersebut pelaksanaannya belum 

sepenuhnya terwujud, karena tiga dari delapan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

yang Baik tidak terpenuhi secara utuh, yaitu asas kepastian hukum, kecermatan, 

dan pelayanan yang baik, yang ketiganya bermuara pada keterlambatan 

penanganan. Kedua, dari perspektif Siyasah Dusturiyah, arah kebijakan 

penertiban telah sesuai dengan kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah 

manuthun bi al-maslahah, tetapi kewajiban hifz an-nafs belum tertunaikan pada 

saat paling dibutuhkan. Disimpulkan bahwa keabsahan tindakan menurut hukum 

positif tidak dengan sendirinya berarti tertunaikannya kewajiban ulil amri 

menurut Siyasah Dusturiyah. 

Kata Kunci: kewenangan pemerintah provinsi, penegakan hukum penataan 

ruang, kawasan rawan bencana, Lembah Anai, Siyasah Dusturiyah.  
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